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REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah I

PP No0.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

\

PP No0.27/2020 tentang Sampah Spesifik l

UPSTREAM

* Permen LHK No.14 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Sampah
pada Bank Sampah

» Surat Keputusan Bersama (SKB)
3 Menteri dan Kapolri tentang
Pelaksanaan Impor Limbah Non
B3 sebagai Bahan Baku Industri

» Surat Edaran gerakan pilah
sampah dari rumah, minim
sampah, eco-office, dll

« Fatwa MUI No 41 Tahun 2014
Ttg Pengelolaan Sampah
Untuk Mencegah Kerusakan
Lingkungan

» Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No.75
Tahun 2019 tentang Peta
Jalan Pengurangan Sampah
oleh Produsen

* Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota
tentang Pembatasan Sampah

DOWNSTREAM

Permen PU No.3/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Prasarana
Persampahan dalam Penanganan SRT SSSRT

Permen LHK No.P.70/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau
Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal

Permen LHK No. P.59/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha
dan/atau Kegiatan TPA Sampah

Permen LHK No. P.10/2018 tentang Jakstrada

Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD

Permen LHK No. P.76/2019 tentang Adipura

Permen LHK No. P.26/2020 tentang Penanganan FABA Hasil
Pengolahan Sampah secara Termal

Permendagri No. 7/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi
dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Peraturan Menteri Keuangan No.26/2021 tentang Dukungan
Pendanaan APBN bagi pengelolaan sampah di daerah

Permen LHK No. 6 Tahun 2022 tentang SIPSN




SKEMA ALUR PENGELOLAAN SAMPAH (TARGET RPJMN 2025-2029)

Amanat RPJMN: 100% sampah terkelola pada tahun 2029 melalui pengolahan sampah di fasilitas dengan menggunakan teknologi
ramah lingkungan, antara lain di Bank Sampah, TPS3R, Rumah Kompos, Maggot BSF, Material Recovery Facility (MRF), TPST, atau
fasilitas waste-to-energy serta memastikan yang masuk ke TPA hanya residu.

Pengolahan Organik dari Sumber [

12,40% * Fasilitas infrastruktur di sumber (Biodigester, Teba, komposter, dll)
*  Pendanaan melalui Dana Desa

TPS 3R/Bank Sampah Induk 220 TARGET 100%
19,84% * Pengelolaan Skala Komunal (5-10 tpd) TERKELOLA DI
*  Penerapan prinsip ekonomi sirkular TAHUN 2029

* Menggunakan skema kolaborasi
* Pendanaan dapat melalui Kopdes,

Wilayah yang memiliki industri semen TPA
pengumpulany| 12:19% * Daerah yang dekat dengan pabrik semen (terdapat 23 pabrik semen Samtafy
SAMPAH DI [ dari 16 perusahaan Semen) Landfill
> e Pendanaan melalui APBN/APBD/Investasi Swasta/Industri
SUMBER g 30% dari
TPST Non-RDF RZZL o fanyang
telah terolah
100% 46,71% * Daerah yang tidak ada off-taker RDF Hanya Residu
(Proyeksi Tahun 2029) * Menggunakan teknologi lainnya, misalnya biogas,

pengomposan skala besar, Material Recovery Facility, dsb.

Waste-to-electricity (PSEL) Rl
8,86% e Kapasitas tersedia > 2.000 tpd & Kapasitas Olah >1.000 tpd 3

* Kota Metroiolitan ‘ Kota Besar




KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Total CAPEX :+Rp.101,8 Triliun
Total OPEX :+Rp.19,5 Triliun/Tahun
ok Timbulan Total Skema
Komponen Ke:)LLJJ::i})\an (TPD) Harga Satuan| Total CAPEX OPEX/Tahun | Pembiayaan
W1E (>1,000 10 25.708 Rp 3,1Triliun +Rp 31Triliun|  £Rp1,6 Triliun|Danantara
tpd)
TPSTRDF (150 133 19.950 Rp 130 Miliar +Rp 17,3 Triliun +Rp 1,9 TriliunDanantara
tpd)
TPST - non 488 57.837 Rp 91 Miliar +Rp 44,5Triliunj  £Rp 11,5 Triliun)APBD / Dana
RDF (120 tpd) Desa
TPS 3R/BS 2.508 25.080 Rp 1,4 Miliar +Rp 3,5Triliun|  £Rp 3,7 TriliunAPBN/Koperasi
Induk (5-10 DesaMerah
tpd) Putih
BIOGAS 3.641 18.205 Rp 1,5 Miliar +Rp 5,5Triliun| +Rp 804 MiliarAPBD/ Dana
Desa
Total + Rp 101,8 Triliun *Rp 19,5 Triliun




38 Provinsi, Satu Tujuan: Investasi untuk Indonesia Bebas Sampah 2029

Amanat RPJMN: 100% sampah terkelola pada 2029. bengan waktu <5 tahun dan kebutuhan dana
besar, APBN/APBD tak cukup. Solusinya: daerah harus dimampukan mengakses pendanaan

yang bankable untuk mewujudkan sistem persampahan yang andal, cepat, dan tidak membebani anggaran negara.

B 100% Terkelola / Dikelola

100% Cakupan Pelayanan Angkutan
100% Sampah terolah di fasilitas
pengolahan

e 100 % Residu masuk ke TPA

(minimal Controlled Landfill , Ideal
Sanitary Landfill)

Skema Alur Sampah* ‘g

Sampah di
sumber

*Arahan Pak Menteri LH terkait definisi terkelola:
Sampah dianggap terkelola jika diangkut dan/atau
diolah maksimal di fasilitas pengolahan, sehingga
hanyaTresieldSiyang masuk ke

Sumber: Waste4Change (2025)

Tidak Terangkut

Tidak Terkelola

Open Dumping, Open Burning
(TPA, Lahan Kosong)

Terkelola

4.

>
Pengolahan Sampah sag;:mr:: dIﬁ"

(TPST, TPS 3R, PDU, dll) Y

Fasilitas Pemilahan &

it VW.I&".
;_?&"_!__;



Pendanaan Pengelolaan Sampah di Kota/Kabupaten tidak bisa
mengandalkan APBD untuk memenuhi 100% cakupan pelayanan dan
pengelolaan yang baik

APBD

33 urusan

Sanitasi 0,6%
- Persampahan

Buktinya, APBD tidak bisa membangun infrastruktur
cakupan pelayanan (CAPEX) dan
tidak bisa membiayai operasional pelayanan (OPEX)

Gaiji pegawai
Urusan
prioritas:

- Ekonomi

- Kesehatan

- Pendidikan

- Infrastruktur

SOLUSI

Hasil membenahi retribusi  (tidak
mengandalkan APBD eksisting) dengan
prinsip:

e Full cost recovery, dihitung
berbasis kebutuhan ideal
pengelolaan sampah yang tepat

e 100% terkumpul, mekanisme
penarikan retribusi cashless dan 1
pintu

e Transparan, bisa dimonitor &
dilacak

Keseluruhan
digunakan dan diinvestasikan kembali
untuk infrastruktur dan biaya operasional
pengelolaan sampah yang baik.

dana retribusi bisa

Sumber: Waste4Change (2025) dengan sedikit penyesuaian.



7
’mﬂ Y

Kendala di kota/kabupaten seringkali karena “kurangnya”:

e Infrastruktur yang memadai
e Sumber Daya dan Pendanaan Pemerintah
e Sumber Daya Manusia yang mumpuni

Padahal, banyak institusi pembiayaan yang dapat diajak untuk berkolaborasi!

: D
Foodh Voo A e BDBS b

Pl iseazrae s s
g:;nlaEg AI I B ASIAN INFRASTRUCTURE . . .
E'\_""-;“-r"m;w' ~ INVESTMENT BANK Dan Ia'n_laln J

e Namun, RIPS (rencana Induk Pengelolaan Sampah) / masterplan seringkali tidak
mencakup:

o Pemaparan terkait pembiayaan.
o Pembiayaan yang feasible dan berkelanjutan (sustainable financing).

Sumber: Waste4Change (2025) dengan sedikit penyesuaian.



Perspektif Pengelolaan Sampah Kota/Kabupaten

Pendekatan:

® Fokus pada infrastruktur dan layanan dasar dengan membuat Rencana Induk
Pengelolaan Sampah/RIPS layak kredit (bankable masterplan)

¢ Upaya bersama antara pemangku kepentingan lokal

¢ Solusi praktis, konteks lokal

Sumber: Waste4Change (2025) dengan sedikit penyesuaian

B
N



Strategi Kota/Kab untuk mendapatkan pendanaan

g5l £5%

CAPEX OPEX
Untuk membangun Untuk operasional +
infrastlruktur pengembalian CAPEX

APBD/APBN sifatnya
support/enabler




I Permasalahan Penegakan Hukum

Jumlah SDM penegak hukum aturan daerah dan aturan lingkungan
sangat sedikit dikarenakan anggaran yang terbatas

Tidak mengurus
Bakar sampah sampah dengan baik
dan benar

Buang sampah ke
sungai

Tanggung Jawab
EPR tidak berjalan

Kawasan tidak menjalankan
kewajiban membangun fasilitas
pengolahan sampah

Masyarakat tidak membayar retribusi
secara layak dan berkeadilan

Sumber: Waste4Change (2025) dengan sedikit penyesuaian.




Hubungan Regulasi dengan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi

Peraturan Multi Pihak

Pemilahan Sampah

UU No 18/2008
Menggunakan Petugas
Persampahan Formal atau berizin
Peraturan Pemerintah 81/2012
Pelarangan Pembuangan
Sampabh llegal

Peraturan Presiden dan
Peraturan Menteri

Pelarangan Pembakaran Sampah

Peraturan Pemerintah Daerah EIETE! RO Tl LT

Penerapan EPR

Sumber: Waste4Change (2025) dengan sedikit penyesuaian.



Konsep Perhitungan Kebutuhan Pengelolaan Sampah

(Berlandaskan Permendagri 7, 2021)

‘ Yuk! Hitung & Analisa A. Kebutuhan Infrastruktur (CAPEX)

Timbulan Sampah Perhitungan Infrastruktur

) Tujuan: Mengetahui jumlah pasti timbulan sampah . Infrastruktur pengangkutan : Armada (Pick -Up,
di setiap Kota & Kabupaten di Indonesia Compactor, Armroll)
° Diwajibkan untuk melakukan studi timbulan ) Infrastruktur pengolahan: TPS3R, TPST, TPA min.
sampah yang akurat menggunakan SNI terbaru Sanitary Landfill dengan berbagai teknologi
(SNI 3964-2025) pengolahan: daur ulang, komposting, biogas, BSF,
RDF, WtE, dIl.
Cakupan Pelayanan Angkutan B. Kebutuhan Operasional (OPEX)

° Hitung tonase rata - rata per hari Perhi 0O : |
° Hitung persentase terhadap total timbulan er |tungan perasiona

° Biaya operasional 100% pengelolaan:
o 100% Cakupan Pelayanan Terangkut
o 100% Pengolahan Sampah

‘ o 100% Residu ke TPA
Maka, dari Langkah 1 s.d 3, diperoleh data tonase : Maka, dari Langkah 5 s.d 6, diperoleh data :

a. Sampah Terangkut Total Kebutuhan Tahunan :

b. Sampah Terolah

- Sampah Tidak Terangkut CAPEX (Angsuran & Bunga) + OPEX
d Sampah Tidak Terolah

Tingkat Sampah Terolah

° Hitung tonase rata - rata per hari
° Hitung persentase terhadap total timbulan




Konsep Perhitungan Kebutuhan Pengelolaan Sampah @g

(Berlandaskan Permendagri 7, 2021)

C. Pembiayaan & Tarif

s.d Kebijakan
o Bantuan APBN + APBD + Tarif Layanan (Retribusi)

Wajlb dltopang regulasi yang holistik

e  Layak : Mampu menutupi biaya layanan yang tegas dan konsisten
e  Berkeadilan:

o  Berdasarkan kategori penghasil & Kelas
Ekonomi

o  Berdasarkan volume sampah yang dihasilkan
(Polluter pays principles)

____________________________________________________________________ s.d — Bahan RIPS Layak
’ Kredit / Bankable

Masterplan

Langkah-langkah ini menjadi “nyawa dan nafas”
. untuk pengelolaan sampah di Indonesia yang lebih
berkelanjutan



3 Perubahan Besar Perlu Dipimpin Kepala Daerah

1 Pentingnya penegakan hukum di level Kota/Kabupaten untuk pengkondisian

ekosistem tata kelola persampahan. Contoh: kewajiban pilah sampah, kewajiban
kawasan membangun fasilitas pengolahan sampah, dlIl.

.

2 Pentingnya membangun "usaha pelayanan publik jasa pengelolaan sampah" {:}
sebagai langkah pemisahan regulator dan operator. Bentuk operator bisa BLUD, *
BUMD, atau KPBU. I

3 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Layak Kredit (bankable
masterplan) agar pemerintah dan operator dapat mengakses pembiayaan dari
lembaga keuangan untuk membangun 100% infrastruktur tanpa bergantung pada
APBN, APBD, atau hibah. Kemudian, memberikan layanan pengelolaan sampah
yang baik dan terintegrasi, sehingga masyarakat bersedia membayar tarif layanan
yang adil—berdasarkan volume dan kemampuan ekonomi.



.. Rancangan Skema Besar Kolaboratif Pengelolaan Sampah Berbasis

:* EkonomiSirkuler

| Feasible & Bankable Master Plan/ RIPS : )
: 5 Pemprov/ ! 3
o o , : L enugasan P 3
' Aliansi/Koalisi Pendanaan | ! Swasta BUMD Pemkot/ 4= 2
! | : Pemkab : 5
Negara Investor ! .. : g
: Investor Institusi T
! ; Infrastruktur g
1 Pengelolaan g
i | Operptional Sampah : %
: ' Investment 1. Holding Bank é
MoU Sampah < g
Badan Usaha 2.TPS 3R é
| PT SMI i Pelaksana 3. TPST Non “%’v
PTPII | (dalam bentuk RDF E
: ! PT) Joint 4. TPST RDF v I
! BPDLH " Prdparation 5 _TPA* g
: | Venture < TEIVA Offtaker 2
Penyedialnfrastruktur c;%
v Dasar §
' ————————————————————————————————————————————————— l 5
1 Disampaikan melalui SKB 1
I I
: Kemen LH Kemen Keu Bappenas Kemen PU Kemen Dagri : 15
I I



. Rancangan Skema untuk Pembiayaan Melalui PT SMI & PT PII

) | Feasible & Bankable Master Plan/ RIPS | | g
| 5 Pemprov/ ! 3
o o , : L enugasan P 3
' Aliansi/Koalisi Pendanaan : ! Swasta BUMD Pemkot/ 4= 5
! : : Pemkab : 5
Negara Investor ! s : g
! Investor Institusi ! I
i A i é
| Operhtional Infrastruktur z
: | Inveptment Pengelolaan s
| MoU ! Sampah : %
Badan Usaha L. TPST Non :
| : Pelaksana RDF g
! PTSMI | (dalam bentuk ,2, IﬁfT RDF g
: PT PII —p : PT) Joint AR v I
| ! reparation £
: : Venture Offtaker 2
Penyedia Infrastruktur %
v Dasar g
' ————————————————————————————————————————————————— I K)
1 Disampaikan melalui SKB 1
1 1
. |
: Kemen LH Kemen Keu Bappenas Kemen PU Kemen Dagri I 16
| 1



i Rancangan Skema Pembiayaan melalui BPDLH

) | Feasible & Bankable Master Plan/ RIPS | | 2
: 5 Pemprov/ ! 3
o o , : L enugasan P 3
' Aliansi/Koalisi Pendanaan : ! Swasta BUMD IIDDemIIiOT:)/ M 2
i ; : emka : 3
Negara Investor ! .. : g
: Investor Institusi %
i A i é
1 Operptional Infrastruktur E
: i Investment| a
: MoU ! Pengelolaan g
| Badan Usaha | Sampah: | 5
! Pelaksana "| 1. Holding b =
: : (dalam bentuk Bank Sampah H
! PT) Joint 2. TPS 3R S
: BPDLH — = . Venture i v z
! ! reparation £
| ! Offtaker s
Penyedia Infrastruktur %
v Dasar S
' ————————————————————————————————————————————————— l 5
1 Tim Pusat Disepakati melalui SKB 1
1 1
| ) |
I Kemen LH Kemen Keu Bappenas Kemen PU Kemen Dagri I 17
| 1



Pemetaan Peran Institusi

Menyediakan modal
ekuitas dalam skema
joint venture dengan
BUMD

2. Transferteknologi
dan efisiensi
operasional

3. Mendukung
keberlanjutan
finansial

Pembuat kebijakan,
pengarah dan pengendali
program nasional agar
terintegrasilintas sektor

. Menetapkankriteria

kelayakanlingkungandan
keberlanjutan proyek untuk
memperoleh dukungan
pembiayaan

. Menyediakan dukungan

pembiayaan awal melalui
program infrastruktur dasar

. Memastikantatakelola

keuangandaerah

Pemerintah Provinsi

Menyediakan pembiayaan
jangka menengah-

panjang.

. Memberikanfasilitas

project preparation

. Menjalankan penilaian

kelayakaninvestasidan
risiko proyek

. Memberikanjaminan

pemerintah untuk proyek
berisiko tinggi

. Mendukung percepatan

bankability proyek daerah

4
=

Menyediakan

pembiayaan hijau
berbasisikinerja
Menyalurkan hibah 2.
atau blended grant
Mengintegrasidana

CSR dandonor
internasional

kedalamsatu

platform pendanaan

Pembelitetap
produk hasil
pengolahan
Memberikan
kontrak jangka
menengah/
panjanguntuk
menjamin
kepastian
pendapatan
operator

1. Holding Bank Sampah
2.TPS 3R

3.TPST non RDF

4. TPSTRDF

Pemerintah Kab/ Kota
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. Rancangan Skema Kolaboratif Ekonomi Sirkular (TPST RDF Grobogan)

Penguatan lembaga BPDLH §
daerah g
| Aliansi/Koalisi Pendanaan T e
i . +Feasible & Bankable Master|Plan/ RIPS : 5
Negara Investor | | : Pemkab 1 ; g
Investor Institusi | Swasta UPT BLUD Penugasan Magelang | :E
; N | 5 i
1 Operptional Infrastruktur E
i 1 Investment P ol 2
| MoU , , Pengelolaan g
: Badan Usaha Sampah : -
! Pelaksana TPST RDF v c
| ' (dalam bentuk A _ %
i | PT) Joint Offtzker : g
i PT SMI — ! ViEr e ndo E
i PT PII ] Preparation Cement 5
I (Grobogan) g
Penyedia Infrastruktur %
Dasar g
4 2
) I . o

1 Tim Pusat Disepakati melalui SKB 1

1 1

|
: Kemen LH Kemen Keu Bappenas Kemen PU Kemen Dagri I 19

| 1



KRONOLOGIS PROGRESS PERCEPATAN TPS 3R

Usulan TPS 3R surat KLH ke Kemen PU Koordinasi TPS 3R
(Link Usulan Lokasi) Usulan 1000 TPS 3R antar kementerian
W4 September 2025 (Link surat) (Link laporan)

Lokasi Usulan Pemda W4 September W1 Oktober

Lokasi Prioritas Desa

W4 November
D TPS3R W1Desember

KoordK?;s:nstI;?i::tqr 4 Surat Balasan PU Arahan Kesiapan
(Link Draft SKB) ke KLH Pemda untuk TPS 3R
(RRIEEaan) (Link Surat) (Link folder)
W4 Oktober W3 Oktober W2 Oktober
I e s . ., w —Tmmsmsmsmsss K
1 Tindak Lanjut: :
I gy
. Finalisasi Draft 1.sinkronisasi !
o . ° 1 . °
Rapat Tlglc(lgk Lanjut FGD deaBn4Dl:§?t1$innt1e"qn I 9 SKB 4 Menteri 2Regulasi & Juknis :
. I . Pembentukan .Penguatan Skem
JIlbi . I
https.ll i I:::vh'z,c{ L:-TPS:;R Keszeokrl"s:gglzgtan : Sekretariat Pendanaan I
bembahacan SKB https://bit.ly/MoM_FG| ELECITLE !
! I
I

eisauopu| yijgndey dnpiH uebunybul uelepusbuad uepeg/dnpiH uebunybul] uelsjuBWY|


https://drive.google.com/drive/folders/1Og5Ig5fqKDhtN3NX1xHp5Sj-RX5CqlFX
https://drive.google.com/file/d/1UpDpO5y1k2kbxaQC3AMGRLfXAAqMp3aF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tFKpxyP_QCcMBOqBGAhJgztx8ZGSMZ_Z/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1plyEuTWoBKBibJmir7jKLsFBU0ct1amv/edit?Gdrive
https://drive.google.com/drive/folders/1zc8jTY7EVhOKOf_av2tfBsMsdBsNXXIs
https://drive.google.com/file/d/1pqal1FL8i_8N8xzUtHfDaawiWS54PMs4/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1secxQ-0YSjnoPsfD4-PMSd5IYYX3o9wQDmOeIIkImQQ/edit?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WBGtjxnPlAzqv_DiTwKaRbEL5K3BT3y0/view?usp=drive_link
https://bit.ly/TLTPS3R
https://bit.ly/MoM_FGD_TPS3R
https://bit.ly/MoM_FGD_TPS3R

:*  ROADMAP PERCEPATAN IMPLEMENTASI TPS 3R

Sinkronisasi Kebijakan & Pembangunan & EkspansiNasional &

Legal Framework

Revitalisasi

Penguatan Kapasitas

Keberlanjutan
Pendanaan

Nov - Des 2025

Fokus:

Penyamaan Rencana,
kebijakan dan Langkah
strategis antar
kementerian,

Komponen:

. Regulasidan SKB
SinkronisasiLokasi
Pedoman &
Petunjuk Teknis

2.
3.
4. Struktur
5.

—

Kelembagaan
Feasibility
(PenilaianRC) &
Komitmen Desa

2026

Fokus:

Implementasi fisik
tahap pertama,
penguatan
kelembagaan, offtaker
dan pelatihanteknis
SDM

Komponen:

1. Pembangunan Baru

2. Revitalisasi TPS 3R

3. Pelatihan SDM

4. Potensidan
Pelibatan offtaker

5. Kelembagaan &
SOP

6. Pelaporan

/. Pendanaan

2027-2028

Fokus:
Pembangunan
berkelanjutan,
pembentukanklaster
ekonomisirkular, dan
integrasi digital

Komponen:

1. EkspansiTahunan

2. IntegrasiKluster

3. Kemitraan aktif
Offtaker

4. Pembiayaan
Alternatif

Fokus:

Kemandirian finansial,
pembiayaan hijau dan
kelembagaan
berkelanjutan

Komponen:

1. EvaluasiNasional
2. ModelBisnis &
Pembiayaan
3. Pembiayaan
Alternatif

W
eisauopu| yijgnday dnpiH uebunxbui uelepuabuad uepeg/dnpiH uebunxbui] uelsjuaway ,Ké
AN



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia
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